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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan 

dilakukan oleh 2 instansi pemerintahan yaitu Kepolisian Polresta Bandung 

dengan menyediakan layanan pengaduan, melakukan rehabilitasi untuk anak 

sebagai korban pencabulan dan perlindungan hak prosedural dalam 

peradilan sehingga pada pelaksanaannya hanya melaksanakan perlindungan 

secara represif dan berfokus pada penegakan hukumnya sehingga 

perlindungan huku anak korban pencabulan dibantu oleh Dinas 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Bandung dengan meluncurkan Program Gerakan Masyarakat 

Peduli Terhadap Anak  (GEMPITA), memberikan himbauan dan 

penyuluhan kepada masyarakat sebagai upaya preventif untuk 

melaksanakan perlindungan hukum. Hal tersebut jika dihubungkan dengan 

Dengan Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 

Perlindungan Saksi Dan Korban maka perlindungan di atas telah sesuai 

dimana dalam kedua undang-undang tersebut anak sebagai korban atau pun 

saksi dilindungi hak mendapatkan rehabilitasi dan pendampingan hukum. 

2. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan mendapatkan 

banyak hambatan yaitu  faktor kurangnya jumlah personel dalam satuan unit 



Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)  Polresta Bandung ditambah faktor 

faktor substansi hukum atau perundang-undangan,  faktor masyarakat dan faktor 

Kebudayaan, maka pelaksanaannya dibantu Instansi lain yakni Dinas 

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 

(DP3AKB) Kabupaten Bandung dalam mendampingi anak mendapatkan 

rehabilitasi fisik dan psikologisnya serta melaksanakan himbauan serta membuat 

program pelayanan yakni salah satunya GEMPITA. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat saran yang hendak penulis 

sampaikan diantaranya: 

1. Kepada lembaga hukum dan instansi pemerintah yang secara khusus 

mempunyai tugas perlindungan anak hendaknya Sosialisasi mengenai 

perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus 

lebih sering dilakukan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat 

akan pentingnya anak sebagai penerus bangsa. 

2. Kepada para orang tua maupun masyarakat serta lingkungan yang 

ada di sekitar anak, perlu mendukung anak denganmembawanya ke pakar 

psikolog dan memberikan tindakan konseling. Orang tua juga harus 

membantu dengan memberikan dukungan rasa aman dan baik agar 

memberikan rasa tenang terhadap anak. Hal tersebut juga merupakan salah 

satu upaya agar perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai korban 

terlindungi, untuk menjaga agar anak terhindar dari perasaan traumatis 

berlebih. 
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